
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

NOMOR   12   TAHUN 2003 

TENTANG 

MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA 

 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 

  
Menimbang : a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk 

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 
dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain bertujuan 
mengaplikasikan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat 
untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, 
aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridha Allah; 

  b. bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya 
merupakan pelanggaran terhadap Syari’at Islam, merusak 
kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang 
timbul maksiat lainnya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan Minuman 
Khamar dan sejenisnya. 

      
Mengingat : 1. Al-Quran; 

  2. Al-Hadits; 
  3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1103); 

  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3892); 

 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001      Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4134);



 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3258); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3373); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 

 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, 
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 

 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan 
Minuman Beralkohol di Daerah; 

 16. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam 
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 
Nomor 30); 

 17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 
2002 tentang Peradilan Syari’at Islam (Lembaran Daerah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam Nomor 4); 

 18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 
2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah 
dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 
5); 

..  

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH 

DARUSSALAM 

MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

TENTANG  MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA 



  
BAB I 

  

KETENTUAN UMUM 

               
              Pasal 1 

  
  Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 
  1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
  2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah 

Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan 
eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

  3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta 
perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan 
eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

  4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

  5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota 
dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

  6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan. 
  7. Imum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu 

kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan 
beberapa gampong. 

  8. Keuchik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu 
kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah 
tangganya sendiri. 

  9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

  10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota 
dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

 11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, 
mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan 
amar makruf nahi mungkar. 

 12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi 
tugas dan wewenang  khusus menangani pelaksanaan 
penegakan Syari’at Islam. 

 13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai 
Negeri  Sipil. 

 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas 
dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran 
Syari’at Islam. 

 15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi 
tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang 
Syari’at Islam; 

 16. Penuntut Umum adalah  Jaksa  yang  diberi  tugas dan 
wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di 
bidang Syari’at dan melaksanakan penetapan dan putusan 
hakim Mahkamah; 



 17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe 
Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya 
yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 18. Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan ‘uqubat 
qishash-diat, hudud, dan ta’zir. 

 19. ‘Uqubat adalah ancaman ‘uqubat terhadap pelanggaran 
jarimah  qishas-diat, hudud dan ta’zir. 

 20. Khamar dan sejenisnya adalah minuman yang 
memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan 
terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. 

 21. Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses 
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, 
mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk 
menjadi minuman khamar dan sejenisnya. 

 22. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan 
sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat. 

 23. Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari 
suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa 
menggunakan kendaraan. 

 24. Memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari 
daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. 

 25. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau 
memasarkan minuman khamar dan sejenisnya. 

 26. Menyimpan adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di 
gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, 
warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat 
lain. 

 27. Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan 
sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, 
bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan 
tempat-tempat lain. 

 28. Mengkonsumsi adalah memakan atau meminum minuman 
khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun 
dengan bantuan orang lain. 

  
 

BAB II 
  

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

  
Pasal 2 

  
  Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah 

segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan 
dengan segala minuman yang memabukkan. 

  



Pasal 3 
  

  Tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya ini adalah : 
  a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau 

perbuatan yang merusak akal; 
  b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul 

akibat minuman khamar dalam masyarakat; 
  c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan 

memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan 
sejenisnya. 

  
BAB III 

  
LARANGAN DAN PENCEGAHAN 

 
Pasal 4 

  
  Minuman Khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram. 

 
Pasal 5 

  
  Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan 

sejenisnya. 
 

Pasal 6 
  

  (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang 
memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, 
mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, 
memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan  
minuman khamar dan sejenisnya. 

  (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu 
memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, 
mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, 
memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan 
sejenisnya. 

 
Pasal 7 

  
  Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi 

badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau 
mempekerjakan tenaga asing. 

 
Pasal 8 

  
  Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, 

losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, 
kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasikan penyediaan 
minuman khamar dan sejenisnya. 

 
Pasal 9 

  
  Setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban 


